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ABSTRAKSI 

KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA 
PERZINAHAN YANGDILAKUKAN OLEH OKNUM POLRI KEPOLISIAN 

RESRORT KOTA MEDAN 
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medari Nomor: 3807/Pid.B/2010/PN.MDN) 

O L E H  
RINALDI SITINJAK 

NIM: 09 840 0101 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Pembahasan skripsi ini adalah sekitar akibat hukum dari Pertanggungjawaban 
Tindak Pidana Perzinahan, dengan mengadakan penelitian pada _PN. Medan Putusan 
No. 3807/Pid.B/201 O/PN .Mdn. Permasalahan yang diajrtkan dalam penelitian ini 
adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan dan bagaimana 
sanksi hukum tindak pidana perzinahan. Penelitian secara kepustakaan dan penelitian 
lapangan pada Pengadilan Negeri Medan 

Bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek 
sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) 
sebenamya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang 
peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
Kepolisian sebenamya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai 
pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas I peran ganda ini. 

Delik perzinahan (overspel) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat 
dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. kesusilaan 
dalam KUHP terdapat dalam dua bah, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan 
kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam 
kelompok kejahatan kesusilaan. 

Tindakan disiplin dapat dijatuhkan secara kumulatif dan altematif. Maksudnya 
dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin atau 
penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman. Dalam hal 
tertentu apabila temyata pelanggar atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 
yang melakukan pelanggaran disiplin 'kepolisian tersebut sudah beberapa kali (3 kali 
atau lebih) melakukan pelanggaran disiplin maka pelanggaran disiplin dapat 
diberhentikan tidak hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu 
penugasan pada kesatuan yang sama. -

Hasil penelitian dan analisis menjelaskan dengan memperhatikan ketentuan
ketentuan yang ada dalam Pasal 284 KUHP temyata pengertian perzinahau yang 
diberikan oleh masyarakat maupun polisi tidaklah sama dengan pengertian overspel. 
Overspel sebagai tindak pidana dalam KUHP jika salah satu pelaku zina atau keduanya 
telah terikat tali perkawinan dan proses peradilan pidana dapat diterapkan bagi tindak 
pidana perzinahan hanya jika terdapat pengaduan dari istri atau suami pelaku zina. 
Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan oleh 
anggota kepolisian maka selain dikenai sanksi disiplin dalam ling,!<.ungan kepolisian ia 
juga dapat dikenakan sanksi pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. 

:-+-�.- ---
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3807/Pid.B/201 O/PN .Mdn. Permasalahan yang diajrtkan dalam 
apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana perzinahan dan 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia akhir-akhir ini banyak diwarnai dengan munculnya 

kehebohari mengenai video-video mesum yang beredar dari berbagai kalangan_ baik 

yang mengakibatkan kita miris dengan keadaan bangsa ini ialah hal tersebut sudah 

terjadi dikalangan lingkungan pelajar mulai mahasiswa, hingga siswa atau siswi SMA 

sederajat dan SMP sederajat. Sungguh dapat dikatakan bangsa kita sedang mengalami 

apa yang dinamakan degradasi moral. 

Contoh konkritnya ialah Pada tahun 2002, pernah dipublikasikan hasil survei 

Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora 

(LSCK PUSBIH) terhadap mahasiswa Jogjakarta. Penelitian itu dilakukan selama tiga 

tahun, mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar 1.660 responden 

yang berasal dari 16 perguruan tinggi, baik negen maupun swasta di Jogjakarta. Dari 

1.660 responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat kuliah, 

karena pernah melakukan seks berpasangan atau berzina. 1 

Ditinjau dari tempat mereka melakukan seks bebas, sebanyak 63 persen 
melakukan seks bebas di tempat kos pria pasangannya. Sebanyak 14 persen dilakukan 

di tempat kos putri · atau rumah kontrakannya. Selanjutnya 21 persen di hotel kelas 

melati yang tersebar dan 2 persen lagi di tempat wisata yang terbuka. Data di atas 

1 f3arq� Np.wirw� Arief, Bfing(J �ampqf Kf!bijqkqn H��fffr/ F;r{qna, Citr� A(lHyil �akJ:i, 
a.Hn,�\1m�. 29�5• li�I· � J •. 

SMP sederajat. Sungguh dapat dikatakan bangsa kita sedang 

dinamakan degradasi moral. 

konkritnya ialah Pada tahun 2002, pernah dipublikasikan 

Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan 

PUSBIH) terhadap mahasiswa Jogjakarta. Penelitian itu dilakukan 

tahun, mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar sekitar 1.660 

dari 16 perguruan tinggi, baik negen maupun swasta di Jogjakarta. 

responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya 

melakukan seks berpasangan atau berzina. 1 

dari tempat mereka melakukan seks bebas, sebanyak 
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menunjukkan bahwa tempat kos-kosan telah menjadi sarang kumpul kebo (seks 

bebas).2 

Kemudian ditemukannya penelitian di Ka:b. Ponorogo bahwa 80% remaja putri 

melakukan hubungan seksual pranikah sedangkan pada remaja pria, data angka 

presentasenya sedikit lebih besar lagi, data ini hasil survey acak selama kurun waktu 6 

bulan yang dilakukan oleh Kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Kabupaten Ponorogo pada tanggal 17 Desember 2010.3 

Dulunya bangsa kita terkenal dengan keramahannya kesantunannya serta 

menjaga adat ketimuran yang menghargai kesusilaan. Nampaknya sekarang hal 

tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini diperparah tindakan dari pemerintah baik 

yang berupa sanksi dan berupa pencegahan seakan-akan berjalan ditempat tidak 

menghasilkan suatu yang signifikan. Mengenai hukum positif Indonesia tida:k tegas 

mengenai aturan hal tersebut sehingga banyak sekali orang yang mel�an 

perzinahan, di dalama hukum nasional kita peraturan mengenai perzinahan merupakan 

rinda:k pidana perkosaan perzinahan dan merupa:kan delik aduan. 

Sehingga kumpul kebo di negara kita ini seakan-akan dihalalkan dan banyak 

dilakukan oleh masyarakat. Sungguh ironis melihat perbuatan itu terjadi sehingga 

moral generasi bangs<f. kita semakin terjerumus <ialam-hal-hal yang sesat yang tidak 

2 Ibid 
3 Ibid., ha!. 23. 

Ponorogo pada tanggal 

bangsa kita terkenal dengan keramahannya kesantunannya 

ketimuran yang menghargai kesusilaan. Nampaknya sekarang 

tidak berlaku lagi, hal ini diperparah tindakan dari pemer

sanksi dan berupa pencegahan seakan-akan berjalan ditempat 

suatu yang signifikan. Mengenai hukum positif Indonesia 

aturan hal tersebut sehingga banyak sekali orang yang 

dalama hukum nasional kita peraturan mengenai perzinahan 

perkosaan perzinahan dan merupa:kan delik aduan. 

Sehingga kumpul kebo di negara kita ini seakan-akan dihalalkan 

masyarakat. Sungguh ironis melihat perbuatan itu terjadi 
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